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ABSTRAKSI

Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Praktek Perjanjian
Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon

Deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank,
yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan di mana simpanan deposito
mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik
setiap saat atau setiap hari. Simpanan deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan
jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan di satu pihak dengan
depositoris (bank) di lain pikak dalam soal keuangan. Deposan mempercayai depositoris
oleh karena yakin bahwa uvang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan
menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diingirikannya;
sedang depositoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal
yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk
meningkatkan usaha pokok perbankan khususnya dalam bidang perkreditan,

Bank Swaguna Cabang Cirebon merupakan salah satu bank umum yang dalam
rangka menjalankan wsahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat, menawarkan
produk deposito berjangka. Oleh karena itu masyarakat calon nasabah bank (calon
deposan) perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian
penyimpanan dana secara deposito berjangka dan bentuk perlindungan hukuin yang
diberikan kepada para deposan deposito berjangka pada Bank Swaguna Cabang Cirebon.

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas,
metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan
penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat
empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang briaku di masyarakat. '

Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka dimulai dengan pengajuan
permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang dibuat dalam bentuk formulir
standar yang telah disediakan oleh bank. Sebagai tanda bukti simpanan deposito
berjangka di bank untuk deposan diterbitkan bilyet deposito berjangka. Proses
pelaksanaan pembukaan, perpanjangan dan pencairan rekening deposito berjangka yang
berlaku sekarang pada Bank Swaguna Cabang Cirebon melibatkan : deposan, customer
service, kasir, bagian deposito berjangka, bagian pengecekan dan pimpinan bank.
Sedangkan dalam proses yang terdahulu tidak melibatkan customer service dan bagian
pengecekkan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para deposannya adalah dengan
menerbitkan bukti simpanan dana deposan (bilyet deposito berjangka) dan memberikan

" jaminan pengembalian simpanan deposito berjangka deposan dengan cara

menatausahakan administrasi bank secara baik, meningkatkan profesionalisme, serta
menggunakan prinsip kehati-hatian dalam peryaluran dana.

Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka yang berlakn sekarang ini
dirasa sudah baik dan ketat, terbukti dengan tidak terjadi lagi kasus perbuatan melawan
hukum maupun tindak pidana pada Bank Swaguna Cabang Cirebon, sehingga dapat
melindungi simpanan deposito berjangka para deposannya dan menjamin pengembalian
simpanan deposito berjangka deposan oleh bank.




ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DEPOSITOR
IN A TIME DEPOSIT ACCOUNT
AT BANK SWAGUNA CIREBON’S BRANCH

Time deposit is an account issued by a bank, it different from the other
account or savings, because time deposit account’s time limit or a maturity is longer
and it carmot be withdrawn at any time. A time deposit account actually is a
cooperation work, based on a trust worthiness between a depositor and a depository
(deposit accepting bank) in a financial issues. A depositor trust the bank because he is
sure that his money will be able to be withdrawn at any time as promised plus some
interest; on the other hand a depository bank will receive some saving money that can
be used into development , such as productive product , to give credit etc.

Bank Swaguna Cirebon’s Branch is one of general bank that collected funds
from the society trough time deposit account. Based on that a future depositor should
know any procedures dealing with saving money by time deposit account and will the
bank give him any legal protection for a depositor open a time deposit account in that
bank.

In order to get and to analyze the data, this research is based on empirical legal
research methods, by setting a mutual type of research between law and its
implementation in the institution.

A time deposit account agreement execution procedure begun with an
application form in order to open a time deposit account, that form is a standard form
set by the bank. As a legal evidence that some money is put into a time deposit
account , the depositor will receive a time deposit note. Now in order to open,
execute, extend and withdraw a time deposit account in Bank Swaguna Cirebon’s
Branch is involved some of these persons : depositor, customer service, bank’s
cashier, time deposit personnel , bank’s inspector and bank’s manager. Before it did
not involve bank’s customer service and bank’s inspector.

In order to give a legal protection for the depositor, the bank will issue time
deposit note as a proof that he had a saving deposit account in that bank. And also the
bank secured the depositor that bank will return the time deposit money by : keeping
the balance book in order, improving its professionalism, and also applied an extra
cautious while giving credit.

The procedure for maintaining the time deposit account now is already
excellent and tight. So the bank can protect and secure the time deposit account return
to the depositor. It can be proved by no legal action in the form of tort or criminal
charges toward Bank Swaguna Cirebon’s Branch now a days.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi snatu bangsa memerlukan pola pengaturan
pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu
serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-
lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola menggerakkan semua
potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga
keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat
strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.! Hal ini
disebabkan karena lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara pihak-
pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan
dan memerlukan dana. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam
kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran
bagi semua sektor perekonomian.

Demikian pula halnya dengan perbankan Indonesia. Dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa
salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan

menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta,
1899, hal. 1.

(BPT-PUSTAK-BHNIP)




perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi
utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan
demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf flidup
rakyat banyak.

Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa
perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan
yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas
nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahtcraan rakyat banyak,
dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua
istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan Perbaﬁkan
adalah : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencz;kup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2), yang dimaksud
dengan Bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam




bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan . definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
pengertian perbankan lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank.
Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup 3
(tiga) aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara
dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedang pengertian Eank
merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup 2 (dua) aspek utama,
yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.

Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat aipahami pula bahwa
kegiatan usaha pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu
menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan.

Menghimpun dana dari masyarakat merupakan jasa utama yang
ditawarkan oleh bank. Jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank dari
masyarakat adalah dalam bentuk simpanan, Menurut ketentuanl Pasal 1 angksd
(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan adalah dana yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Depbsito,
Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. |

Bentuk simpanan dana menurut Pasal 1 angka (6}, (7), (8) dan (9)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu ;




1. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek , bilyet giro, sarana perintah pembayaran
lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2, Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat
bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

4. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan deposito berjangka meripakan jenis simpanan yang
dikelvarkan oleh bank, yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan
tabungan di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh
tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Simpanan deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan
kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan di satu pihak dengan
depositoris (bank) di lain pihak dalam soal kevangan. Deposan mempercayai
depositoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat
diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka
waktu tertentu yang diinginkannya; sedang depositoris menerima uang

simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam




pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan
usaha pokok perbankan khususnya dalam bidang perkreditan.?

Untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
perbankan perlu diambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan
mereka agar dana deposito betjangka yang disimpan di suatu bank dijamin
akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari.

Pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa deposito
berjangka berkaitan pula dengan potensi operasional bank. Potensi bank
dalam menjalankan fungsinya selain bergantung pada organisasi perusahaan,
struktur dan personalianya, juga mengenai service atau pelayanan kapada
nasabah. Pelayanan kepada nasabah diartikan secara luas : menarik nasabah,
menarik langganan, memperbesar omset, serta pemberian perlindungan
hukum.

Tebalnya kepercayaan deposan yang berkeyakinan bahwa mereka
tidak akan dikecewakan oleh bank karena pelayanannya yang memuaskan
baik materiil maupun immateriil dengan sendirinya akan menjunjung
martabat perbankan menurut fungsinya dan sebagai perusahaan.’

Tetapi sampai pada saat ini peraturan-peraturan yang mengatur
pembinaan dan pengembangan usaha bank khususnya dalam pengamanannya

masih terdapat kelemahan-kelemahan, sehingga hal tersebut memberikan

Achmad Anwari, Praktek Perbankan Di Indonesia (Deposito Berjangka), Penerbit
Balai Aksara, Jakarta, 1979, hal.16.

American Institute of Banking, Penerjemah : A. Hasyani Ali, Dasar-Dasar Opérasi
Bank, Penerbit Rineka Cipta, 1991, hal.176.




kesempatan bagi segolongan orang yang mempunyai itikad tidak baik untuk
melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) ataupun melakukan tidak pidana
seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, membuka rahasia bank
dan sebagainya dengan melibatkan oknum pejabat atau pengurus bank untuk
memberikan informasi mengenai kerahasiaan bank kepada pihak-pihak yang
mempunyai itikad tidak baik tersebut,

Kasus yang terjadi pada Bank Swaguna Cabang Cirebon, yang sempat
mencoreng kredibilitas bank tersebut, terjadi sekitar tahun 1988 yaitu :

Deposan berniat untuk memperpanjang deposito berjangka. Mereka
datang ke bank dan dilayani oleh petugas bagian deposito. Ternyata
oleh petugas bagian deposito, deposan tersebut tidak hanya dibuatkan
tiket perpanjangan deposito berjangka akan tetepi tanpa
sepengetahuan deposan tersebut telah dibuatkan pula tiket pencairan
dana deposito berjangka. Dan kedua tiket tersebut kemudian
ditandatangani oleh deposan. Tiket perpanjangan deposito berjangka
oleh petugas bagian deposito diserahkan kepada deposan, sedang
tiket pencairan dana depositoe berjangka oleh petugas bagian deposito
diserahkan kepada kasir. Jadi tiket yang masuk dalam pembukuan
bank adalah tiket pencairan dana deposito berjangka. Hal ini terus
berlanjut terhadap beberapa deposan yang lain hingga total dana yang
dialihkan untuk kepentingan si pelaku mencapai kurang lebih 40 juta
rupich.*

Dengan adanya kasus tersebut, pihak bank berusaha memperbaiki diri?
antara lain dengan jalan memperbaiki sistem pelaksanaan deposito berjangka,
sehingga dapat memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat terhadap

Bank Swaguna Cabang Cirebon.

Dra. Neneng Juarningsih, Hasil Wawancara Prasurvel, Pimpinan Bank Swaguna
Cabang Cirebon, 2 April 2003.




Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan tesis ini
penulis mengarah pada praktek pelaksanaan deposito berjangka pada bank
swaguna cabang -cirebon serta pemberian perlindungan hukum terhadap

deposan.

1.2. Perumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :,
1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara
depostito berjangka dalam praktek pada bank swaguna cabang cirebon?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi para deposan deposito berjangka

pada Bank Swaguna Cabang Cirebon?

1.3. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar secara teoritis ilmiah, hasil
penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penelitian
hukum Iebih lanjut, khususnya menyangkut prosedur pelaksanaan perjanjian
penyimpanan dana secara deposito berjangka dalam praktek dan bentuk

perlindungan hukum bagi para deposan deposito berjangka.




1.4. Tujuan Penelitian
Mengacu kepada pokok masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut atas masalah-masalah
tentang :
1. Mengetahui praktek prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana
secara deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para

deposan deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon.




2.1. Bank Pada Umumnya

2.1.1.Pengertian Bank

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang

tahu apa yang

dimaksud dengan bank dan apa yang menjadi tanda bahwa sesuatu itu

adalah bank.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka

kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa

yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk

Italy “banca”,

. Sebab, pada

zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-

pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-

bangku di halaman pasar. (Abdurrahman, A, 1991 : 180)

Istilah bank bukan lagi merupakan bahasa asing, tetapi juga

telah masuk dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia yaitu :

“ Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan

mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberika

jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. *°

n kredit dan

Pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang

sedemikian rupa, sehingga perumusannya dalam Undang—Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah :

5

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasicnal, Kamus Besar Bah
Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.103-104.

asa Indonesia,
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“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya teﬁtang
pengertian bank. Walaupun  masing-masing ahli mengemukakan
pendapatnya namun pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi
bank. Di sini kita kutip pendapat beberapa ahli :

Marulak Pardede mengemukakan bahwa bank adalah lembaga
keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya
yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan
dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan beﬁpa
bunga.®

Menurut G.M. Verryn Stuart dari bukunya bank politik dalam
O.P. Simorangkir merumuskan bahwa bank adalah suatu badan yang
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang ‘lain,
maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa
vang giral.”

Ruddy Tri Santoso memberikan definisi bank adalah suatu

industri yang bergerak dibidang -kepercayaan, yang dalam hal ini adalah

Marulak Pardede, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1988, hal.1.

O.P. Simorangkir, Pengantar l.embaga Keuangan Bank Dan Nonbank, Penerbit
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.10.
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sebagal media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara
debitur dan kreditur dana.?

Dengan demikian bank merupakan lembaga yang berperan
sebagai intermédiatery antara masyarakat sebagai penyimpan dana
dengan masyarakat yang membutuhkan dana unmiuk keperluan
pengembangan usahanya dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional (agent of development). Dalam menyalurkan
kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk investasi, bank akan
mendapat selisih bunga (spread) dari kredit yang disalurkannya

tersei:ut.

-2.1.2. Fungsi Bank
Fungsi utama dari perbankan dilihat dari sudut peranan ekonomi
adalah :

1. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-labungan. Bank-bank
memberikan suatu jasa-jasa yang penting dengan menerima uang
tabungan atau surat-surat berharga (money instruments) dalam
bentuk apapun sampainya ke tangan publik dan mengubahnya ke
dalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai.

2. Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang. Melalui cek-cek

dan perintah-perintah lainnya untuk pembayaran dana-dana, bank-

Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta,
1996, hal.1.
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bank menawarkan cara yang mudah dan efisien untuk penyelesaian
transaksi-transaksi.

3. Memberikan pinjaman-pinjaman dan melaksanakan investasi-
investasi. Bank-bank menyediakan dana-dana untuk produsen-
produsen, konsumen-konsumen, dan pemerintah.

4. Menciptakan vang dengan pemberian kredit. Kecuali untuk jufnlah
uang logam dan mata uang yang relatif kecil yang dikeluarkan oleh
pemerintah, bank-bank menciptakan seluruh uang yang kita pakai
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi kita.’

Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Wujud dari fungsi tersebut
pada perbankan Indonesia tercermin melalui produk jasa yang
dihasilkan.

Jasa-jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

1. Penghimpunan dana
Penghimpunan dana masyarakat daiam bentuk simpanan antara lain
dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

9

American Institute of Banking, Penerjemah : A. Hasyani Ali, op.cit. hal.12,
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(1) Giro
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
déngan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
Penyetoran dana ke suatu rekening giro nasabah dapat dilakukan
secara tunai atau melalui cek dan bilyet giro.
a. Cek
Adalah surat perintah nasabah, yang telah distandarisasi
bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk membayar

sejumlah uang kepada pembawa atau orang yang namanya

tercantum di dalam cek tersebut.

b. Bilyet Giro
Adalah surat perintah nasabah, yang telah distandarisasi
bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan
namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

o (2) Deposito

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan

dengan bank.
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(3) Sertifikat Deposito
Adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

{4) Tabungan
Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
deng;':m cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

. Penyaluran dana

Penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bﬁnga.
Dasar kredit adalah adanya kepercayaan.

Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank

umum juga mempunyai jasa-jasa lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain :
1) Menerbitkan surat pengakuan hutang;

2) Membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun

untuk kepcntinga.nldan atas perintah nasabahnya;




3)

4)

3)

6)

7
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a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagaﬁgan
dimaksud; |

¢. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

e. Obligasi;

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

g Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lain;

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga .dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; |

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;
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8) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentu surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;

9) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat;

10) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegjatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan vyang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Selain mempunyai fungsi seperti apa yang telah diuraikan
diatas, perbankan Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai agen
pembangunan (agent of development), vyaitu sebagai lembaga yang
bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf
hidup rakyat banyak.'® Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4
Undang—Undaﬁg Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu : |

“Perbankan  Indonesia  berfujuan  menunjang  pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.”

i0

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000, hal. 86.
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2.1.3.Jenis-Jenis Bank
Ruddy Tri Santoso dalam bukunya Mengenal Dunia Perbankan
membedakan bank dalam beberapa kelompok yaitu :
1. Menurut fungsinya :
(1) Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik
negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam :

— mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiéh.

— mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta
memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf
hidup rakyat.

— mempunyai hak tunggal untuk mengelﬁarkan uang kartal
(vang resmi dari pemerintah, yang berupa uang kertas dan
logam).

Tugas-tugas bank yang lainnya adalah : |

— memajukan dan mengawasi perkembangan perkreditan.

- melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang ada di
negara tersebut, baik itu bank pemerintah, bank swasta,
maupun bank swasta asing.

— bertindak sebagai pemegang kas pemerintah,

— mendorong pengerahan dana masyarakat.

(2) Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal

dari simpanan masyarakat, terutama giro, tabungan, dan
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deposito; serta pemberian kredit jangka pendek délam
penyaluran dananya.

Contoh :

— Bank umum pemerintah ; BRI, BNI

— Bank umum swasta : BCA, BII

— Bank umum asing : Citibank

(3) Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama berasal dari penerimaan simpanan dalam
bentuk deposito serta Commercial Paper jangka menengah dan
panjang. Usaha utamanya adalah memberikan kredit jangka
menengah dan panjang dibidang pembangunan.

(4) Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang fugas
utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan ‘dan
penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah
memajukan sektor pedesaan serta peningkatan produksi
pertanian, khususnya pangan.

(5) Bank Perkreditan Rakyat, adalah kantor bank di kota
kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana
masyarakat maupun -menyalurkan dananya di  sektor
pertanian/pedesaan.

2. Menurut pemilikannya :
(1) Bank Pemerintah, adalah bank yang seluruh modalnya berasal

dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di
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bawah undang-undang tersendiri. Bank pemerintah, atau juga
biasa disebut Bank Negara, terdiri dari beberapa jenis, yaitu
Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan.

(2) Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya
berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I dan sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat IT di wilayah
bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan milik
pemerintah daerah yang dipisahkan.

Contoh :
— Bank DKI, Bank JABAR.

(3) Bank Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang
didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas dimana
seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan
hukum di Indonesia, serta pengelolaan manajemennya ditangani
oleh para WNI itu sendiri. Bank swasta terdiri dari Bank Unum,
Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan. -
Contoh :

-~ BCA, Bank LIPPO, Bank Niaga.

(4) Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk
cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk
campuran antara bank asing dengan bank nasional di Indonesia.
Di Indonesia bank asing hanya diperkenankan menjalankan

operasinya di lima kota besar Indonesia.
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(5) Bank Koperasi, adalah bank yang pengoperasiannya
berlandaskan hukum koperasi dan anggotanya terdiri dari badan;
badan hukum koperasi.

Contoh.:
— Bukopin (Bank Umum Koperasi Simpan Pinjam).
3. Berdasarkan kegiatan operasionalnya (hubungan formal) :

(1) Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang
yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukax; transaksi
valuta asing dan lalu-lintas devisa serta hubungan koresponden
dengan bank asing di luar negeri.

Contoh :
— BCA, Bank Niaga

(2) Bank Swasta Non-Devisa, adalah bank yang dalam
operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri
(rupiah) dalam bentuk simpanan dan pinjaman serta tidak
melaksanakan transaksi valuta asing atau hubungan dengan luar
negeri. Bank Swasta Non-Devisa biasanya meminta bantuan
bank devisa apabila akan melaksanakan transaksi valuta asing
atau hubungan koresponden dengan bank luar.

Contoh :

— YAMA Bank, GUNA Bank, Synergy Bank
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4. Berdasarkan penciptaan uang giral :

(1)

@)

Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya
tidak hanya sekedar mengumpulkan dana dan menyalurkan
pinjaman, tetapi juga melaksanakan segala macam transaksi
yang berhubungan langsung dengan kas, seperti misglnya

menerbitkan cheque dan bilyet giro, serta ikut dalam transaksi

kliring yang diselenggarakan oleh BI, dan merupakan bank yang‘

berdiri sendiri, tidak tergantung bank lain.

Contoh :

— LIPPO, BCA, Bank Duta

Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya
hanya sekedar melayani transaksi kas langsung, seperti
pencairan kuitansi dan pemberian pinjaman. Dalam hal
pelayanan transaksi kas yaﬁg lain seperti penerbitan cheque dan
bilyet giro serta keikutsertaannya dalam kliring, bank sekunder
biasanyé. membuka rekening di bank primer untuk membantu
transaksinya.

Contoh :

— Bank Pasar, Bank Desa.

5. Berdasarkan sistem organisasi :

1)

Unit Banking, adalah sistem organisasi perbankan di mana jasa
perbankan hanya diberikan melalui satu kantor bank saja, tidak

lebih dan tidak kurang. Satu bank hanya mempunyai satu kantor
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operasional. Sistem ini timbul dari kebiasaan di mana Bank
hanya membatasi diri pada pelayanan yang kecil dan pernilik
tidak mau dicampuri oleh orang lain. Unit bank merupakan
embrio tumbuhnya Branch Banking karena sifat operasinya yang
kecil. Unit bank tidak bisa berkembang menjadi besar jika tic_iak
mau membuka diri terhadap pengembangan sistem organisasi
yang lain.

(2) Branch Banking, adalah sistem operasional bank yang
kegiatannya pada dua tempat atau lebih. Cabang-cabang ini
dikendalikan serta diawasi oleh kantor pusatnya.

(3) Correspondent Banking, adalah hubungan sistem antarbank di
mana terdapat suatu pengaturan informasi antara bank, sehingga
bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk
membantu jasa pelayanannya (misalnya : transfer uang).
Correspondent Banking beroperasi baik di dalam satu daerah,
juga secara nasional maupun internasional. '

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hanya
membedakan bank menurut jenisnya yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, hanya saja
terdapat varian lainnya, yakni Bank Umum Syariah dan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah. Perbedaan terakhir ini didasarkan pada

"' Ruddy Tri Santoso, op.cit. hal.4.
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sistem operasi yang dilandasi oleh ketentuan syariah dan bukan
berdasarkan jenis usahanya.
Pengertian Bank Umum berdasarkan Pasal 1 angka (3) Und'ang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) disebutkan mengenai pengertian

Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan Prinsip Syarich yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.4.Sumber Dana Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, maka
dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank
tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali, Yang
dimaksud dengan Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank
ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat
divangkan.'?

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional

bersumber dari :

Muchdarsyah Sinungan, op.cit. hal.84.
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(1) Dana dari modal sendiri, adalah dana yang berasal dari para

pemegang saham bank yakni pemilik bank.

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian yaitu

a.

Modal yang disetor, yaitu jumlah wang yang disetor secara
efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.

Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank

- (pemegang saham = Stockho.lders) ini sebagian dipergunakan

bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi
untuk menarik minat masyarakat.

‘Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang
disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya
yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian
hari.

Laba yang ditahan, atau Retained Earnings yang mestinya
milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri
diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam
modal kerja.

Pada modal yang disetor tidak ada perubahan atau dapat

dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap

mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik oleh

penyetornya, karena hal itu terjadi sekali saja, yaitu pada waktu

berdirinya Bank tersebut. Sedangkan perubahan dana dari tahun ke

tahun terjadi pada bagian cadangan-cadangan dan laba yang
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ditahan. Melalui kenaikan kedua bagian tersebut, dapat juga
dijadikaﬁ indikasi tentang kemajuan bank bersangkutan yang
berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank telah
dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang diterima bahkan
dibutuhkan masyarakat,
(2) Dana Pinjaman dari pihak luar, yaitu pihak yang memberikan
pinjaman dana (uang) pada bank terdiri dari 4 (empat) pihak, yaitu :
a. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan Call Money
yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta
bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, Jangka
waktu Call Morney ini biasanya tidak lama, yaitu sek'itar satu
bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada
yang meminjam hanya satu malam sehingga juga disebut
dengan overnigth call money. |

b. Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri,
yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah
panjang.realisasi pinjaman ini (dari bank atau lembaga-lembaga
keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank
Indonesia di mana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku
bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman
tersebut demi menjaga solvabilitas bank yang bersangkutan.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pinjaman ini

kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit,

g
!

(UPT-PUST AK-UNDIP|
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tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat
diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya
berbentuk Sertifikat Bank atau Deposito on call dengan jangka
waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa
mengeluarkan sertifikat baru. Dalam banyak hal, pinjaman
seperti ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak
ketiga, yaitu dari masyarakat.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI). Untuk membiayai usaha
masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas
tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus
ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita (misalnya pertanian,
pangan, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian,
tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka
peningkatankehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah,
koperasi dan sebagainya) kredit produksi dan modal kerja dan
kredit-kredit kecil lainnya, maka Bank Indonesia memberikan
bantuan dana yang dikenal dengan nama Kredit Likuiditas. -

(3) Dana dari masyarakat, yaitu dana yang bersumber dari masyarakat
luas yang umumnya berbentuk simpanan-simpanan yang disetor
oleh penyimpan, "

Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana-dana masyarakat

yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar

®  |bid, hal.84-87.
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yang paling diandalkan bank dan merupakan tulang punggung dari
dana yang harus diolah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh

keuntungan..

2.2. Deposito Berjangka
2.2.1.Pengertian Deposito Berjangka
Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 menyebutkan bahwa :
Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikennya hanya dapcﬁ

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabgh
penyimpan dengan bank.

Di bawah ini merupakan pendapat beberapa ahli ;nengenai
pengertian deposito berjangka.

Rizal Malik mengemukakan bahwa kata deposito berasal dari
bahasa Inggris “deposit”, sedangkan deposito berjangka berasal dari
“time deposit” yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembali
hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan
perjanjian antara deposan dengan depositaris. Deposan adalah
masyarakat penyimpan baik perseorangan maupun badan hukum atau
badan lainnya yang mendepositokan vangnya pada bank. Sedangkan
depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan ijin

dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan berjangka.'

¥ Rizal Malik, dkk, Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank, Badan Penerbit
Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1886,
hal.142,
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Pratama Rahardja mendefinisikan deposito berjangka vaitu
simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu misalnya
: 1, 3, 6, 12 bulan. Uang tersebut dapat dipergunakan atau ditarik kalau
waktu yang ditetapkan telah tiba. Untuk simpanan uang bentuk ini
biasanya bank membayar bunga kepada pemilik uang, karena bank
merasa dapat menggunakan vang tersebut dalam usahanya, tanpa
khawatir setiap saat diambil oleh pemilik uang.'’

Achmad Anwari mendefinisikan deposito berjangka adalah
nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lazim

dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. '°

2.2,2. Jenis-Jenis Deposito
Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Perbankan
Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian, menyebutkan tentang
jenis-jenis deposito, yaitu :
a. Deposito Berjangka Inpres, adalah deposito berjangka yang
disimpan pada bank umum milik negara dan baﬁk pembangunan
rr;ilik negara, diatur pertama kali pada tahun 1968;
b. Deposito Berjangka lain, yaitu deposito berjangka di luar depbsito
Inpres yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank umum

swasta;

15

16

Pratama Rahardja, Uang Dan Perbankan, Penerbit Rineké Cipta, 1990, hal.&67.

Achmad Anwari, op.cit. hal.12.
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c. Deposito on Call, adalah simpanan yang tetap berada di bank selama

deposan belum membutuhkannya.

- Deposito Automatic Roll Over, adalah deposito berjangka yang telah
jatuh tempo tapi belum ditarik oleh pemiliknya, maka depositd ini
otomatis diperjanjikan oleh bank. Perjanjian minimal 1 bulan baru
mendapat bunga yang besarnya sama dengan suku bunga pada saat
itu, sedangkan biaya materai harus dibayar deposan yang
bersangkutan. Deposito berjangka yang tidak awtomatic roll over

jika telah jatuh tempo belum ditarik, bunganya tidak dibayar.

Deposito semacam ini akan berubah sifatnya menjadi tabungan

nonproduktif;

. Deposito Berjangka Valuta Asing, adalah simpanan valuta asing dari
pihak ketiga pada Bank Umum Devisa yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada jangka waktu tertenfu menurut perjanjian
antara pihak ketiga dengan Bank Devisa yang bersangkutan. Jika
dibayar dengan rupiah maka pembayaran berdasarkan kurs rﬁpiah
dengan valuta aing yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing Jakarta
saat itu.

Semua deposito berjangka ini harus atas nama pemiliknya dan tidak

boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
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- f. Sertifikat Deposito, adalah simpanan berjangka atas pembawa (atas
tunjuk) yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai simpanan yang
dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.'?

Sedangkan Rizal Malik juga membedakan deposito menjadli dua
jenis yaitu deposito dilihat dari sumber dananya dan dari segi statusﬁya.
1. Deposito dilihat dari sumber dananya yaitu :

(1) Deposito yang dananya dari dalam negeri
a. Pemilik adalah WNI yang berdomisili di Indonesia;
b. Pemilik bukan WNI yang berdomisili di Indonesia (swasta
asing) namun penghasilannya berasal dari dalam negeri; .

c. Pemilik merupakan perorangan WNI yang bekerja di luar

negeri dan dana tersebut dari penghasilan mereka seperti ;gaji;

d. Pemilik adalah lembaga-lembaga Pemerintah Republik

Indonesia.
(2) Deposito yang dananya dari luar negeri

a. Pemilik bukan WNI dan berdomisili di luar negeri;

b. Pemilik adalah kantor-kantor perwakilan bank éerta

perusahaan luar negeri yang tidak mendapat penghasilan dari
dalam negeri.

2. Deposito dilihat dari statusnya dibedakan menjadi :

i Malayu S.P. Hasibuan, Managemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan

Perekonomian, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal.84,
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(1) Deposito wajib, adalah simpanan yang dilakukan berdasarkan
suatu peraturan yang dikaitkan dengan usaha pemiliknya.
Misalnya deposito perusahaan Asuransi Kerugian yang
mendapat ijin dari Menteri Keuangan;

(2) Deposito bukan wajib, adalah simpanan yang dilakukan secara

sukarela tanpa adanya peraturan yang mengharuskannya.'®

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Deposito Berjangka

Deposito berjangka mulai diperkenalkan pemerintah secara
serentak pada tanggal 19 September 1968 berdasarkan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1968. Deposito ini
dikenal dengan deposito berjangka untuk pembangunan, Latar belakang
dipertimbangkannya Inpres No.28 Tahun 1968 ini adalah untuk lebih
memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat
untuk mensukseskan stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Gerakan deposito berjangka ini memberikan bimbingan kepada
masyarakat agar tidak begitu saja menghabiskan pendapatannya hanya
untuk keperluan makan dan pakaian tetapi juga agar memanfaatkan
jumlah pendapatan yang terbatas tersebut untuk kepentingan yang lebih
berguna. Selain itu dengan gerakan ini diharapkan agar lebih

memperkenalkan bank kepada masyarakat umum.

18

Rizal Malik, dkk, loc.cit.
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Pada umumnya tujuan dari deposito berjangka jika ditinjau dari
segi bank, maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan
bank untuk. mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang tidak
dikonsumir yang terdapat dalam masyarakat. Dana yang ciapat
dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang
kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.
Jika deposito ini ditinjau dari segi dana yang terdapat dalam suatu
negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan
perkreditan serta dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan
pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dalam tujuan ini
ditekankan bahwa dana-dana itu hendaknya berasal dari kalangan
masyarakat,'”

Sedangkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya deposito
berjangka ini, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

(1) Manfaat dilihat dari sudut bank :
a. Deposito berjangka adalah sumber utama bagi bank yang paling
| mudah di peroleh dari masyarakat
b. Jatuh tempo dari deposito berjangka sudah ditentukan pada saat
pembukuan, maka bank dapat mengelola dana tersebut

seoptimal mungkin.

Achmad Anwari, op.cit. hal.14.
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c. Deposito berjangka dapat digunakan oleh bank sebagai sarana
untuk mempromosikan produk-produk yang lain dari bank yang
bersangkutan.

(2) Manfaat dilihat dari sudut nasabah :

a. Tingkat bunga deposito yang tinggi akan menjanjikan suatu
perolehan pendapatan bunga yang relatif baik

b. Jumlah dana yang dimiliki mempunyai tempat yang aman dan

menguntungkarn.*°

2.2.4.Ketentuan Di Bidang Deposito

Berkenaan dengan pelaksanaan deposito berjangka pada bank-
bank, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang deposito
berjangka.

Dalam hal depositc berjangka ini, semula berlaku Instruksi
Presiden Nomor 28 Tahun 1968 yang mengatur segala sesuatu
mengenai keberadaan deposito berjangka. Mengenai besarnya suku
bunga dan pengaturannya dapat kita temui pada Surat Kepufusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP/DIR tertanggal 31 Mei 1972,
kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia

20

Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Penerbit
Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal.105.
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Nomor 18/2/UPUM tertanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka
pada Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nornor 22/135/UPG
masing-masing tanggal I Desember 1989 , maka segala ketentuan yang
mengatur deposito berjangka tersebut dibebaskan dan diserahkan
kepada kebijaksanaan masing-masing bank secara merata tanpa
pembedaan antara bank milik negara dan bank swasta.

Pada saat ini Deposito berjangka mengacu pada Pasal 1 ayat 7
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan perumusan yang
singkat yakni “Deposito adalah simpanan yang penarikannya h;cmya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpan dengan bank”.

2.3. Hubungan antara bank dan nasabah
Hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan pada dua unsur yang
saling berkait, yaitu hukum cian kepercayaan. Suatu bank hanya bisa
melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat
“percaya” untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang
ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank
dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya,

dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengemukakan

bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun- dan

penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan

penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan

dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi
pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, maka terdapat dua hubungan
antara bank dengan nasabah, yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya
bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik
masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank
dengan nasabah penyimpan dana, dapat dilihat dari hubungan hukum yang
muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro,
dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum ini dapat tertuang dari dalam
bentuk peraturan yang bersangkutan dan syarat-syarat